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ertama, marilah kita panjatkan puji syukur

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan nikmatNya kepada kita semua, sehingga
kita dapat hadir di tempat yang berkah ini dalam rangka
memberikan doa dan restu atas pengukuhan Guru
Besar kami. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
perlindungan dan ridho bagi kita semua ... Amiiin.
Kedua, shalawat dan salam tidak lupa kita panjatkan
kepadajunjungan Nabi Agung Muhammad SAW, beserta
keluarga, para ulama cendekiawan sebagai pewaris para
Nabi; pejuang untuk perkembnagan ilmu pengetahuan,
kemanusiaan dan peradaban. Semoga kita semua dapat
meneladani akhlag-akhlaq Beliau dan dapat mengikuti

sunnahnya. Amiiin.

Bapak Ketua Senat, Rektor dan Anggota Senat serta
para hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang
berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan
pidato pengukuhan guru besar kami, yang berjudul:
APLIKASI KAIDAH-KAIDAH FIKIH MUAMALAH DALAM
ISTIDLAL (PERUMUSAN & PENETAPAN HUKUM) FIKIH
MUAMALAH KONTEMPORER.
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PENDAHULUAN

Hukum Islam (fikih) yang dalam perumusannya
(penetapannya) adalah tidak bisa terlepas dari dua sumber
hukum Islam yang utama, yaitu: dalil-dalil Al-Qur’an dan
Sunnah Nabi Muhammad SAW, namun kedua sumber
itu sangat terbatas, sedangkan kehidupan masyarakat
terus berkembang dan dinamis (Arfan, 2015a), terutama
yang terkait dengan bidang ekonomi dan sosial yang erat
hubungannya dengan fikih secara umum dan fikih muamalah
khususnya. Oleh karena itu, perumusan dan penetapan
hukum Islam (istidlal al-ahkam al-syariyyah) melalui
beberapa metode ijtihad menjadi sebuah keniscayaan untuk
menyelesaikan beberapa problem masyarakat yang muncul.

Secara umum metode yang dikembangkan ulama untuk
menggali (istidlal/istinbath) hukum Islam seperti yang dikaji
dalam usul fikih klasik dapat dibedakan menjadi dua bagian
besar, yaitu metode literal (tharigah lafdziyyah) dan metode
argumentasi atau ekstensifikasi (tharigah ma’nawiyyah).
Metode literal ditujukan terhadap teks-teks syariah yang
berupa al-Qur’an dan Hadis untuk mengetahui bagaiman
cara lafad-lafad kedua sumber itu menunjukan kepada
hukum-hukum yang dimaksudnya. Oleh karena itu, dasar
metode ini adalah analisis lafad-lafad al-Qur’an dan Hadis
dengan bertitik tolak pada kaidah bahasa Arab. Adapun
metode ekstensifikasi (argumentasi) yang esensinya adalah
usaha dan upaya untuk memperoleh suatu hukum Islam
dengan cara pemekaran dan perluasan makna suatu teks
syariah yang bersifat eksplisit. Hal ini dilakukan dengan cara
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menggali causalegis (‘illat) suatu nash untuk diterapkan pada
kasus-kasus yang serupa yang tidak secara eksplisit termasuk
di dalamnya (Arfan, 2015b).

Kedua metode di atas jika diurai akan menjadi tiga
pendekatan analisisyangtelah dikembangkan oleh paraulama
dalam melakukan istidlal hukum Islam, yaitu: 1) pendekatan
melalui kaidah-kaidah kebahasaan (qawa’id al-lughah),
yakni kaidah-kaidah yang disusun untuk memahami makna
lafaz dalam konteks makna hukumnya; 2) pendekatan melalui
analisis ‘llat al-hukm (manhaj ta’lili), yakni kaidah-kaidah
untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian yang
tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks al-Qur’an dan
al-Sunnah, dengan melihat 9llat hukum dan; 3) pendekatan
melalui analisis maslahat (manhaj istishlahi), yakni kaidah-
kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian
dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kehidupan
manusia yang akan ditimbulkan oleh rumusan pemikiran
hukumnya itu (Arfan, 2015b).

Sedangkan istidlal dengan menggunakan kaidah-kaidah
fikih bisa dilakukan dengan tiga pendekatan analisis tersebut
sekaligus, misalnya: 1) pendekatan melalui kaidah-kaidah
kebahasaan adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah
fikih yang erat kaitannya dengan bahasa, seperti: la ibrata li
al-daléalah fi muqabalat al-tashrih (tidak boleh menjadikan
dalalah/ petunjuk makna sebagai patokan, jika bertentangan
dengan lafad sharih/jelas makna); 2) pendekatan melalui
analisis ‘illat al-hukm adalah dengan menggunakan kaidah-
kaidah fikih yang berkaitan dengan ‘illat, seperti: al-hukm
yadiruma’illatih, wuyjiidan wa ‘adaman (hukum itu berputar
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sesuai ‘ilatnya, ada atau tidak adanya hukum itu tergantung
ada atau tidak adanya ‘illat), dan; 3) pendekatan melalui
analisis maslahat adalah dengan menggunakan kaidah-
kaidah fikih yang berkaitan dengan kemaslahatan, seperti:
al-dharar yuzal (kemadaratan/bahaya harus dihilangkan).

Walaupun demikian, istidlal dengan kaidah-kaidah
fikih untuk penemuan hukum Islam, seperti fikih muamalah
kontemporer -termasuk dalam penetapan fatwa ekonomi
syariah dan perbankan syariah- adalah masih menjadi
perdebatan ulama klasik dan kontemporer. Kajian ini
bertujuan untuk menganalisis perdebatan tersebut dalam
kaitannya dengan peran aplikasi kaidah-kaidah fikih
(muamalah) dalam pengembangan hukum Islam (fikih
muamalah) kontemporer. Oleh karena itu penulis tertarik
untuk meneliti dan menganalisis persoalan di atas dalam
makalah ini dengan dua fokus pembahasan, yaitu: 1)
bagaimana istidlal dengan al-gawa’id al-fighiyyah perspektif
ulama klasik dan kontemporer? dan, 2) bagaimana aplikasi
kaidah-kaidah fikih muamalah sebagai dalil ijtihad dalam
penetapan fikih muamalah kontemporer (fatwa ekonomi
syariah) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)?

METODE

Jenis penelitian (kajian) ini adalah penelitian kualitatif,
sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini
untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan
diteliti adalah teknik studi pustaka, dengan mengumpulkan
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bahan-bahan hukum yang primer dan skunder untuk
kemudian dibaca dan analisis. Bahan-bahan hukum primer-
nya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, kitab
dan buku yang secara khusus membahas tentang kaidah-
kaidah fikih dan kedua, kumpulan fatwa DSN-MUI yang
memang spesifik pada bidang fikih muamalah kontemporer
(ekonomi-bisnis dan perbankan syariah). Sedangkan fatwa
DSN-MUI yang menjadi fokus penelitian adalah fatwa-fatwa
dari tahun 2000-2009 yang berjumlah 75 buah fatwa, yaitu:
dari fatwa no 1 sampai no 75. Adapun bahan hukum skunder
adalah berupa karya tulis beberapa ulama dan akademisi
ekonomi Islam, baik klasik maupun kontemporer yang
secara langsung membahas tentang aplikasi kaidah fikih
dalam berijtihad. Analisis bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif
dan deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu
metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu
objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu
kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian
deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran
atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki. Sedangkan rumus yang digunakan dalam metode
deskriptif-kuantitatif adalah rumus yang sangat umum dan
biasa dipakai untuk mengukur persentasi, yaitu dengan
rumus:

pz%xloO%

(Keterangan: p = persentase, f = frekuensi pada klasifikasi,
N = jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi).
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HASIL

Kaidah Fikih Muamalah

Ali Ahmad al-Nadwi (1994: 275) membagi kaidah-
kaidah fikih menjadi dua macam; apabila dilihat dari segi
hubungannya dengan sumber tasyri’, yaitu: 1) kaidah-kaidah
fikih yang semula merupakan hadis-hadis Nabi Muhammad
SAW, kemudian langsung dijadikan sebagai kaidah fikih oleh
para ahli fikih, seperti kaidah fikih: la dharar wa la dhirara.
Artinya, kaidah fikih ini secara tekstual diambil langsung dari
nash, seperti hadis Nabi SAW; 2) kaidah-kaidah fikih yang
dibentuk dari petunjuk-petunjuk nash tasyri* umum yang
mengandung ‘llat. Artinya kaidah fikih ini disarikan secara
konstektual dari nash al-Qur’an dan sunnah.

Begitu juga Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al-Barni
(1997: 36-43) membagi jenis kaidah fikih dalam hubungannya
dengan sumber tasyri’ menjadi dua kelompok utama, yaitu:
1) kaidah yang bersumber dari al-nushiish al-syariyah
(al-Qur’an dan Sunnah) secara langsung (tekstual), dan 2)
kaidah yang bukan bersumber dari al-nushiish al-syariyah
secara langsung. Kelompok kedua ini dibagi lagi menjadi dua
bagian, yaitu: a) kaidah yang bersumber dari jjma‘ ulama
yang memiliki dasar hukum dari al-nushitish al-syariyah),
dan b) kaidah yang bukan bersumber dari ijjma‘ ulama.
Untuk bagian kedua ini juga dibagi dua macam, yaitu: (1)
kaidah yang bersumber dari al-nushiish al-syariyah secara
tidak langsung (kontekstual), dan (2) kaidah yang bersumber
ijtihad ulama secara induktif dari petunjuk-petunjuk al-
nushtiish al-syariyah umum yang mengandung ‘llat atau
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diinduksi (al-istigra) dari pendapat para mujtahid dalam
kitab-kitab fikih mereka.

Sedangkan al-Sya’lan membagi jenis-jenis kaidah
fikih dari tiga sudut pandang berbeda, yaitu: 1) aspek luas
dan sempit cakupannya; 2) aspek disepakati ulama dan
diperselisihkan (pandangan mazhab) dan; 3) aspek pokok
dan cabang. Dari aspek luas dan sempit cakupannya, kaidah
figh di bagi tiga macam, yaitu: a) cakupan luas, seperti kaidah
figh yang lima; b) cakupan sedang, seperti kaidah “al-wd@jib la
yutrak illa li al-wajib”, dan; ¢) cakupan sempit, seperti kaidah
“al-daf* aqwa min al-raf'a”. Adapun dari aspek pandangan
mazhab, kaidah figh juga di bagi tiga macam, yaitu: a)
kaidah yang disepakati lintas mazhab, seperti: kaidah figh
yang lima; b) kaidah yang disepakati ulama dalam mazhab
satu mazhab tertentu, seperti empat puluh (40) kaidah yang
disebutkan al-Suytithi dalam bagian kedua kitab al-Asybah
wa Nadh@’ir-nya dan; c) kaidah yang diperselisihkan ulama
dalam mazhab satu mazhab tertentu, seperti dua puluh (20)
kaidah yang disebutkan al-Suytithi dalam bagian ketiga dari
kitabnya tersebut yang biasanya redaksi dari kaidahnya
dengan kalimat tanya (istifhdm). Sedangkan dari aspek
ashliyyah (pokok) dan tabi‘ah (cabang), maka kaidah di bagi
dua, yaitu: a) kaidah ashliyyah (pokok) yang oleh sebagian
ulama disebut dengan kaidah kulliyyah, yaitu: kaidah yang
universal yang beberapa kaidah lainya menjadi bagian atau
cabang darinya atau kaidah yang berdiri sendiri (bukan pokok
dan bukan pula cabang), seperti kaidah yang lima, empat
puluh (40) kaidah yang disebutkan al-Suytithi dalam bagian
kedua kitabnya tersebut dan; b) kaidah tabi‘ah (cabang) yang
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terbagi dua jenis, yaitu: sebagai cabang dari kaidah lain,
seperti kaidah “al-ashl baqa’ ma kan ‘ala ma kan” adalah
cabang dari kaidah pokok “al-yagin la yuzal bi al-syakk”,
atau sebagai gayd (batasan) bagi kaidah lain, seperti kaidah
“al-dlarar la yuzal bi al-dlarar” adalah menjadi qayd bagi
kaidah pokok “al-dlarar yuzal” (al-Sya’lan, 1997: 30-32).

Dari beberapa perbedaan pendapat ulama tentang
pembagian kaidah-kaidah fikih, penulis berusaha mengambil
kesimpulan dengan mengompromikan perbedaan tersebut,
yaitu sebagai berikut: Secara global kaidah-kaidah fikih dibagi
empat aspek sudut pandang, yaitu: 1) aspek sumber asal
rujukan kaidah, 2) aspek urgensi kaidah terhadap persoalan-
persoalan fikih, 3) aspek jenis cakupan dalam bidang fikih,
dan 4) aspek pandangan mazhab. Dari aspek sumber asal
rujukan kaidah, maka kaidah dapat dibagi dua macam, yaitu:
a) kaidah yang bersumber dari dalil nagli (al-Qur’an dan
Sunnah). Artinya, lahirnya kaidah ini melalui proses deduktif
(al-istinbath) , dan b) kaidah yang bersumber dari ‘agli
atau hasil ijtihad para ulama, baik hasil ijtihad lewat dalil-
dalil syarak yang mu‘tabar atau lewat al-istidlal al-qiyasi
dan ta'il al-ahkam. Artinya, kaidah ini dihasilkan melalui
proses induktif (al-istiqgra) lewat pemahaman para ulama
dari berbagai persoalan fikih yang kemudian disimpulkan ke
dalam suatu kaidah fikih.

Dari aspek urgensi kaidah terhadap persoalan-persoalan
fikih, maka kaidah fikih dapat dibagi enam macam, yaitu:
a) al-qa‘idah al-asasiyyah al-jami‘ah, yaitu kaidah jalb al-
mashalih wa daf* al-mafasid; b) al-gawa‘id al-kulliyah al-
kubra, yaitu kaidah fikih yang lima; ¢) al-qawa‘id al-kubra,
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yaitu kaidah fikih yang merupakan cabang dari kaidah yang
lima; d) al-gawa‘id al-kulliyah al-shughra, yaitu empat
puluh kaidah yang disebutkan al-Suytithi dalam bagian kedua
kitab al-Asybah wa Nadha’ir-nya; e) al-gawa‘id al-shughra,
yaitu 20 kaidah yang disebutkan al-Suylit}i dalam bagian
ketiga kitab al-Asybah wa Nadha’ir-nya; dan f) al-gawa‘id
al-juz’iyah, yaitu semua kaidah yang ada yang selain di atas,
baik hasil ijtihad para ulama klasik atau kontemporer.

Adapundariaspekjenis cakupan dalam bidang fikih, maka
kaidah fikih dapat dibagi dua macam, yaitu: a) al-qawa‘id al-
‘ammah, yaitu kaidah-kaidah fikih yang mencakup semua
jenis atau sebagian besarnya dalam bidang-bidang atau
bab-bab fikih, dan; b) al-qawa‘id al-khashah, yaitu kaidah-
kaidah fikih yang hanya mencakup satu jenis dari bidang-
bidang atau bab-bab fikih atau sebagian kecil saja, seperti
kaidah fikih khusus dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah
(pidana), siyasah (politik) dan lain-lain. Sedangkan dari
aspek pandangan mazhab, maka kaidah-kaidah fikih dapat
dibagi 2 (dua) macam, yaitu: a) kaidah fikih yang disepakati
para ulama, baik lintas mazhab atau internal mazhab; dan
b) kaidah fikih yang diperselisihkan para ulama, baik lintas
mazhab atau internal mazhab (Arfan, 2014).

Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih yang secara khusus
membahas tentang fikih muamalah atau terkait secara
langsung atau tidak langsung dengan fikih muamalah adalah
tergolong kaidah-kaidah fikih muamalah. Contohnya adalah
99 (sembilan puluh sembilan) kaidah-kaidah fikih kulliyyah
yang ada dalam muqgaddimah kitab majallat al-ahkam al-
adliyyah Kekhalifahan Turki Utsmani.

Fikih Muamalah Kontemporer
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Fikih Muamalah Kontemporer

Fikih muamalah kontemporer terdiri dari tiga kosakata,
yaitu fikih, muamalah dan kontemporer. Oleh karena itu
dalam mendefinisikannya juga harus melihat tiga kosakata
yang membentuknya. Definisi fikih menurut bahasa adalah
mengetahui, memahami atau mengerti sesuatu. Sedangkan
definisi fikih secara istilah ahli fikih -sebagaimana pendapat
al-Baidhawi- adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang
bersifat amali (praktis) yang diambil dari dalil-dalil yang
rinci. Begitu juga definisi muamalah dapat dilihat dari dua
segi, yaitu: pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi
istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata: Gmala-
yuamalu-mu’amalatan artinya saling bertindak, saling
berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut
istilah pengertian muamalah adalah segala peraturan yang
diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan
manusia dalam hidup dan kehidupan. Artinya, peraturan-
peraturan yang mengatur tentang hubungan seseorang
dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta atau benda
(termasuk jual beli), diantaranya; pinjam-meminjam, sewa-
menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang,
utang-piutang, warisan, wasiat, hibah, pesanan, dan lain
sebagainya (Arfan, 2021).

Adapun kata kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah berarti sewaktu, semasa, pada waktu
atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini. Oleh karena
itu, jika kata fikih, muamalah dan kontemporer digabungkan
menjadi satu (fikih muamalah kontemporer), maka dapat
didefinisikan sebagai hukum-hukum syara (syariah) yang
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bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang
terperinci (al-Qur’an dan Hadis atau sumber hukum lainnya)
yang mengatur hubungan antara satu individu dengan
individu lain ataupun kelompok dengan kelompok yang
lain dalam hal persoalan ekonomi dan bisnis pada masa ini.
Adapun ruang lingkup kajian fikih muamalah kontemporer
adalah tidakjauh berbeda dengan fikih muamalah klasik, yaitu
sama-sama dapat di bagi menjadi dua kajian pokok, yaitu:
madiyyah (substansial) dan adabiyyah (etika/tata-cara).
Ruang lingkup muamalah adabiyyah adalah seperti: ijab
qabul, keridaan dari kedua belah pihak, kejujuran pedagang,
unsur penipuan, pemalsuan, penimbuan dan lain sebagainya.
Sedangkan muamalah madiyyah yang sering hanya di sebut
dengan muamalah saja adalah dibicarakan dan dibahas
masalah-masalah yang dikelompokkan ke dalam kelompok
persoalan harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara
mendapatkan dan menggunakan, yang meliputi masalah:
buyt’ (jual-beli), khiyar, riba (renten), sewa-menyewa
(ijarah), hutang-piutang (qard), gadai (rahn), syufah, jual-
beli valuta (shardfah) , salam (pesanan), jaminan (borg),
mudlarabah dan muzarad’ah, pinjam-meminjam (ariyah),
hiwalah, kerjasama (syarikah), tiitpan (wadi’ah), lugathah,
ghasab, qismah. hibah dan hadiyah, kafalah, waqaf,
perwalian dan sebagainya.

Hanya saja ruang lingkup fikih muamalah kontemporer
mengalami perkembangan dan pemutakhiran pada empat
aspek berikut ini: 1) transaksi bisnis yang berubah karena
adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan
tradisi/kebiasaan; karena perkembangan teknologi yang
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semakin cepat dan canggih yang menghadirkan berbagai
fasilitas dengan berbagai kemudahannya dalam ekonomi
dan bisnis. Misalnya penerimaan barang dalam akad jual
beli (possesion/qabd), transaksi e-bussiness, transaksi
dengan berbagai aplikasi teknologi pembayaran dan lain-
lain; 2) persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum
dikenal zaman klasik saat kitab-kitab fikih muamalah klasik
ditulis. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru
bermunculan pada saat ini. Contohnya uang kertas, uang
virtual, saham, obligasi, reksadana, asuransi dan lain-lain; 3)
transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama dan
istilah baru meskipun subtansinya seperti yang ada zaman
klasik, misalnya bunga bank di era kontemporer ini yang
menurut pendapat sebagian besar ulama kontemporer adalah
sama dengan riba di era klasik, jual beli valuta asing yang
memiliki banyak kesamaan dengan akad sharf dalam kajian
fikih muamalah klasik. dan; 4) transaksi bisnis kontemporer
yang dimodifikasi dengan menggunakan beberapa akad
secara berbilang (multiakad) dalam suatu transaksi bisnis
yang dikenal dengan istilah al-‘ugiid al-murakkabah, seperti
akad al-Ijarah al-Muntahiyyah Bi al-Tamlik (IMBT) yang di
dalamnya ada dua akad sekaligus, yaitu akad ijarah (sewa)
dan akad tamlik (kepemilikan dengan cara hibbah atau jual-
beli), gadai syariah yang di dalamnya ada tiga akad, yaitu:
gardh, rahn dan ijarah dan lain-lain (Arfan, 2021).

Pemutakhiran dan perkembangan pada empat aspek
dalam ruang lingkup fikih muamalah kontemporer tersebut
di atas itu kemudian dikaji dan ditetapkan hukum dan model
transaksinya oleh para ulama kontemporer melalui fatwa-
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fatwa yang dihasilkan melalui ijtithad jamai (ijtihad kolektif)
oleh lembaga-lembaga fatwa, seperti di Indonesia oleh Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
atau fjtihad fardi (ijtihad personal) oleh sebagian ulama
kontemporer sebagai fatwa individu. Beberapa hasil fatwa
dalam fikih muamalah kontemporer seringkali menghasilkan
ketetapan hukum yang berbeda dalam suatu transaksi ekonomi
dan bisnis kontemporer antara hukum boleh/halal dan tidak
boleh/haram, sebagaimana beberapa hukum dalam fikih
muamalah klasik juga memiliki perbedaan pendapat. Oleh
karena itu, hakikat keberadaan fikih muamalah kontemporer
adalah hasil integrasi antara sains berupa ilmu ekonomi dan
bisniskonvensional yang sebagian besarberupa produk-produk
transaksi di perbankan (lembaga keuangan) konvensional dan
ilmu ekonomi Islam (fikih muamalah klasik).

Adapun fatwa dalam kajian hukum Islam adalah jawaban
dari sebuah pertanyaan tentang persoalan keagamaan yang
diajukan oleh umat Islam, baik perseorangan atau kelompok,
kepada seorang ulama atau lembaga keagamaan (Amin,
2008: 8-9). Yiisuf al-Qaradlawi mendefinisikan fatwa sebagai
penjelasan hukum syar’i tentang suatu masalah sebagai
jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak
tertentu, baik individu maupun kelompok (al-Qaradlawi,
1988: 4). Bagi masyarakat muslim kontemporer, keberadaan
fatwa menjadi sebuah kebutuhan, mengingat bahwa
persoalan keagamaan semakin hari kian bertambah banyak
dan kompleks. Sementara itu, sumber utama ajaran Islam
(al-Qur'an dan Hadis) tidak memberikan petunjuk secara
tegas bagaimana mengatasi persoalan itu. Pada saat yang
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sama mereka tidak memiliki kapasitas untuk menemukan
jawabannya sendiri melalui ijtihad. Yang terjadi kemudian,
mereka akan meminta seorang ulama atau organisasi
keagamaan untuk memberikan jawaban (baca: fatwa) atas
persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu fatwa adalah
termasuk produk hukum seperti fikih. Sedangkan fikih
sebagai pengetahuan adalah merupakan produk dari fugaha
atau mujtahid yang meniscayakan adanya suatu proses untuk
menuju produk tersebut melalui dua proses berikut:

Pertama, upaya memahami nash (teks) atau wahyu,
yakni al-Qur’an dan Sunnah secara langsung. Di sini metode
deduktif mendominasi proses berpikir secara tekstual untuk
menafsirkan teks dan menerapkannya pada kasus hukum.
Akan tetapi di sini juga ada pemahaman secara kontekstual.
Dua macam cara pemahaman ini mendapat porsi yang
cukup besar dalam kajian ilmu ushill al-figh. Kedua, upaya
menemukan ketentuan tentang hal-hal yang tidak disebut
langsung oleh nash atau tidak didapat nash dalam wahyu.
Upaya ini menggunakan dua model proses berpikir, yaitu:
1) ketika menggunakan metode analog (qiyas) atau ketika
berusaha istidlal menggunakan salah satu kaidah dari beberapa
kaidah fikih (al-gawa‘id al-fighiyyah), berarti mujtahid
masih berpikir secara deduktif, dan 2) sedangkan ketika
menggunakan metode istishlah (maslahat) atau istihsan,
berarti ia menggunakan metode induktif (Shaleh, 2009: 59).

Paradigma fikih mengalami pergeseran kecenderungan
dari wilayah praktis kepada teoritis. Pergeseran ini terjadi di
masa tabiin, ini yang menjadi special feature (fitur khusus)
dan yang membedakan dengan masa Rasulullah dan Khulafa
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al-Rasyidin. Oleh karena itu, dengan masuknya fikih kepada
wilayah teori, banyak hukum fikih yang diproduksi dari hasil
penalaran terhadap teori dibandingkan dengan fikih yang
dihasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang
pernah terjadi, lalu disamakan dengan kasus baru (dengan
metode qiyas atau ilhdq), sehingga fikih tidak hanya mampu
menjelaskan  persoalan-persoalan wagqgiiyyah (aktual),
namun lebih dari itu. Di samping itu, sejak era inilah gerbang
perubahan fikih dari sifatnya yang waqiiyah (aktual) menjadi
nadhariyyah (teoritis) (Sofwan, 2018).

Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam (fikih) dikeluarkan
resmi oleh pemerintah adalah melalui lembaga yang bernama
Mejelis Ulama Indonesia (MUI). Di samping itu, ada juga
lembaga fatwa yang non pemerintah, yaitu: lembaga fatwa
yang dikelola oleh Organisai masa (ormas) Islam, seperti
Nahdlatul Ulama (NU) dengan Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM)
dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih (MT) .

Pedoman fatwa Majelis Ulama Indoneisia ditetapkan
dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam
surat ini terdapat tiga bagian proses dalam menentukan
fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa,
teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan
fatwa. Dasar umum penetapan fatwa didasarkan kepada
dalil-dalil hukum (al-adillah al-ahkam) yang paling kuat dan
membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa
adalah al-Qur’an, Hadis, ijma’, qiyas dan dalil-dalil hukum
lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan
dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan.
Sedangkan kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang
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masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut
umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah
agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah
lain (Mubarok, 2002: 170-171). Sedangkan untuk menjawab
persoalan agama yang terkait dengan fikih muamalah
kontemporer (hukum ekonomi syariah dan perbankan
syariah), MUI mempunyai sebuah dewan khusus yang
bernama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI).

MUI adalah salah satu lembaga yang aktif merespon
persoalan-persoalan kontemporer dengan mengeluarkan
fatwa, melalui komisi fatwa dan DSN-MUI juga tergolong
komisi fatwa yang secara khusus mengeuarkan fatwa-
fatwa terkait fikih muamalah kontemporer. Fatwa yang
dihasilkan oleh MUI dan DSN-MUI adalah tergolong fatwa
kolektif, karena hasil ijtihad beberapa ulama yang terlibat
di dalamnya. Lahirnya fatwa tidaklah tiba-tiba, ia terlahir
lewat metode penetepan fatwa yang ilmiah. Adapun metode
yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dan DSN-MUI dalam
proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan,
yaitu pendekatan nas gathi, pendekatan qauli (pendapat
para mujtahid) dan pendekatan manhdji yakni manhaj yang
ditempuh oleh para ulama salaf dan khalaf (Amin, 2008:
268). Ketiga pendekatan di atas bisa berfungsi sebagai tiga
urutan pendekatan, yaitu: urutan pertama, pendekatan nas
gath (al-Qur’an dan Sunnah), jika tidak didapati nas, maka
menggunakan urutan kedua; pendekatan gauli (pendapat
para mujtahid) yang terdapat dalam kitab-kitab mereka
dan jika tidak didapat atau tidak sesuai dengan kondisi,
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maka mengunakan urutan ketiga; pendekatan manhdaji
(metodologis) yakni manhdj (metode) yang ditempuh oleh
para ulama salaf dan khalaf. Dari ketiga pendekatan di
atas, tidak ditemukan metode pendekatan berupa istidlal
dengan al-qawa’id al-fighiyyah (kaidah-kaidah fikih) secara
langsung sebagai dalil mandiri.

PEMBAHASAN

Istidlal Dengan Al-Qawa’id al-Fighiyyah Perspektif
Ulama Klasik Dan Kontemporer

Istidlal disebut juga istinbath. Ada banyak definisi isti-
dlal yang berbeda-beda menurut ulama usul fikih, namun
penulis lebih sepakat dengan sebuah istilah kontemporer
hasil riset disertasi Universitas al-Azhar milik As’ad Abd
al-Ghani al-Sayyid al-Kafrawi dengan judul al-Istidlal ‘ind
al-Ushiiliyyin. Ia mendefiniskan istinbath (istidlal) yaitu:
“sebuah penetapan hukum syari melalui kaidah-kaidah
(prinsip-prinsip) kulli (universal) dengan tanpa pertimba-
ngan dalil yang rinci atau parsial”. Sedangkan metode istigra
adalah sebaliknya istinbath . Adapun definsi istigra yang
dipilih al-Kafrawi adalah pendapat al-Syathibi yang mendefi-
nisikan istigra dengan: “penelitian terhadap persoalan-per-
soalan yang juziyyat (partikular) untuk menetapkan dari-
nya sebuah hukum yang ‘Gm (universal) baik gath’t maupun
dhanni ”(al-Kafrawi, 2005).

Kegunaan atau urgensi kaidah fikih adalah dikarenakan
fikih merupakan kumpulan berbagai macam aturan hidup
yang begitu luas karena mencakup berbagai furil’, karena itu
perlu adanya usaha untuk mensistemasikan hukum-hukum
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tersebut dalam bentuk kaidah-kaidah kulli yang berfungsi
sebagai klasifikasi masalah-masalah furti’ menjadi beberapa
kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan
dari masalah-masalah yang serupa.

Salah seorang ulama besar Yaman, Abxi Bakar Ibn Abu
al-Qasim al-Ahdal (w. 1035 H) dalam kitabnya “al-Fara’id al-
Bahiyyah” yang merupakan ringkasan kitab al-Asybah-nya
al-Suytthi mengatakan bahwa sesunguhnya cabang-cabang
masalah figh itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah
figh, dan menghafal kaidah-kaidah itu termasuk sebesar-
besarnya manfaat (al-Ahdal, tt: 15-17).

Imam AbG Muhammad Izz al-Din Ibn Abd. Salam (w. 660
H) berpendapat bahwa kaidah-kaidah figh adalah sebagai
jalan untuk mendapatkan maslahat dan menolak mafsadah.
Menurut al-Subki (w.771 H), jika seseorang kesulitan dalam
memahami hukum-hukum cabang dan kaidah-kaidah fikih
secara bersamaan, maka cukuplah baginya memahami
kaidah-kaidah fikih dan sumber-sumber pengambilannya saja
(al-Subki, 1991: 11-12).

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dikehendaki
dengan kaidah fikih adalah kaidah-kaidah hukum yang
bersifat kulliyyah (universal) yang dipetik dari dalil-dalil
kulliyyah (yaitu al-Qur’an dan Hadis) dan dari maksud syara*
dalam meletakkan mukallaf di bawah beban taklif dan dari
memahamkan rahasia tasyri’ dan hikmahnya. Walau banyak
ulama telah mengakui pentingnya kegunaan kaidah figh
dalam istinbath, namun masih terjadi perbedaan pendapat
antara para ulama tentang “bisakah al-qawa’id al-fighiyyah
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sebagai dalil atau sumber hukum Islam yang mandiri, tanpa
didukung oleh ayat-ayat al-Qur’an dan al-Sunnah?”.

Dalam mazhab Hanafi tidak terdapat konsensus di antara
mereka mengenai kebolehan berfatwa atau berhujjah dengan
menggunakan kaidah fikih yang universal. Ibn Nujaym
al-Hanafi (w. 970 H) sebagaimana dikutip al-Hamawi al-
Hanafi (w. 1098 H) mengatakan: “tidak boleh berfatwa
dengan mengunakan kaidah figh dan dlawabith fighiyyah
karena sifatnya aghlabiyyah (sebagian besar).” Tetapi bila
diperhatikan, ternyata tidak semua kaidah itu aghlabiyyah,
adakaidahyangsifatnya kulliyyah sebagaimanadiindikasikan
dalam kitab al-Furiiq karya al-Qarafi (w. 684 H) yang menukil
dari al-Amiri (w.524 H). Oleh karena itu, Ibn Nujaym secara
implisit menyatakan bahwa kaidah yang sifatnya kulliyyah
boleh dijadikan hujjah (sumber) hukum Islam. Begitu pula
para penyusun kitab Majjalat al-Ahkam al-‘Adliyyah yang
mayoritas bermazhab Hanafi sependapat dengan Ibn Nujaym
sebagaimana ia tulis dalam muqaddimah kitab al-’Asybah
wa al-Nadha’ir -nya, bahkan ia menggolongkan kaidah fikih
yang kulliyyah itu pada hakikatnya adalah ilmu ushiil figh

(Ibn Nujaym, 1999: 14).

Mazhab Maliki menempatkan kadiah-kaidah fikih sejajar
dengan ilmu ushiil figh, karena kaidah itu dapat memperjelas
metodologi berfatwa. Dengan demikian kaidah fikih dapat
dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Setiap putusan
hukum yang bertentangan dengan dalil serta kaidah yang
disepakati oleh para ulama, maka putusannya batal (al-
Kharasyi, tt: 448).
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Menurut mazhab Syafi’i kaidah fighiyyah dapat dijadikan
hujjah dan sangat signifikan eksistensinya dalam fikih. Imam
al-Suytthi (w. 911 H) menjelaskan bahwa ilmu kaidah-kaidah
fikih adalah ilmu yang agung dapat menyingkap hakikat,
dasar-dasar dan rahasia fikih, dapat mempertajam analisis
fikih serta memberikan kemampuan untuk mengindentifikasi
berbagai persoalan yang tak terhingga banyaknya sepanjang
masa depan cara al-ilhaq dan al-takhrij. Dengan demikian
kaidah fikih dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber
hukum (al-Suyfithi, 2010: 6). al-Zarkasyi (w. 794 H) lebih jauh
mengemukakan bahwa kaidah fikih dapat menjadi semacam
instrumen bagi seorang pakar hukum dalam mengindentifikasi
ushill al-madzhab (pokok pikiran mazhab) dan dalam
menyingkap dasar-dasar fikih (al-Munawar, 2001: 72-74).

Akan tetapi tidak semua ulama mazhab Syafii satu
kata dalam hal ini, karena al-Juwayni (w. 478 H) dalam
kitabnya al-Ghayatsi mengatakan bahwa tujuan akhir
mengemukakan kaidah fikih yang ia pakai, adalah untuk
memberi isyarat dalam rangka mengindentifikasi metode
dipakai, bukan untuk istidlal dengan kaidah. Ungkapan al-
Juwayni ini memberikan indikasi bahwa kaidah fikih tidak
dapat dijadikan sebagai hujjah. Ini berarti bahwa mazhab
Syafi’i tidak menerima kaidah fikih sebagai hujjah, karena
sebagaimana telah dijelaskan, bahwa indikasinya justru
sebaliknya, yaitu mendukung kehujjahan kaidah fikih dalam
mazhab Syafi’i. Bahkan pendiri mazhabnya pun banyak
menggunakan kaidah fikih dalam menyelesaikan kasus yang
disampaikan kepadanya. Hal ini diikuti oleh sebagian besar
fugaha syafiiyyah terutama dalam memecahkan berbagai
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persoalan yang tidak secara tegas dijelaskan hukumnya oleh
nash (al-Munawar, 2001: 72-74).

Mazhab Hanbali sebagaimana diungkap al-Munawar
(2001) telah menetapkan kaidah fikih pada posisinya yang
istimewa. Hal ini dapat dilihat dari pendapat beberapa tokoh
mazhab Hanbali yang sekaligus dapat dijadikan parameter
dalam mengkaji ke-hujjah-an kaidah fikih dalam istinbath
hukum seperti Ibn Taymiyyah (w. 728 H) dalam kitabnya
al-Qawa’id al-Nuraniyyah, Ibn Qayyim (w. 751 H) dalam
kitabnya I'lam al-Muwagqqi’in, Ibn Rajab (w. 790 H) dalam
kitabnya Qawa’id fi al-Figh al-Islami dan Ibn al-Najjar dalam
kitabnya al-Kawkab al-Munir. Mereka semua menjadikan
kaidah fikih sebagai hujjah atau dalil dalam istinbath sebuah
hukum, terutama dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan
oleh nash, tetapi ada indikasi yang menunjukkan bahwa
mereka mendahulukan Hadis lemah dari pada kaidah fikih.

Sedangkan ulama kontemporer seperti ‘Abdul ‘Aziz
Muhammad ‘Azam (1999: 25-26) menjelaskan bahwa
kaidah fikih dapat dianggap sebagai dalil syarak yang
memungkinkan menggali hukum dari padanya, jika
sumber kaidah fikih itu adalah al-Quran dan al-Sunnah.
Ini karena berhujjah dengan kaidah-kaidah fikih seperti itu
muncul dari berhujjah dengan sumbernya yaitu al-Quran
dan Sunnah, seperti lima kaidah pokok. Hal ini berbeda
dengan kaidah-kaidah fikih yang didasarkan para ahli fikih
atas hasil istigra (penelitian induktif) mereka terhadap
masalah-masalah fikih yang saling menyerupai, karena
kaidah-kaidah fikih seperti ini menjadi perbincangan dan
perbedaan pendapat para ahli fikih dalam berhujjah dengannya.
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Sebagian ulama, seperti Ibn Farhtin (w. 799 H.) berpendapat
bahwa kaidah fikih yang terlahir lewat hasil istigra ini tidak
bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil dalam istinbath
sebuah hukum, namun sebagian ulama yang lain, seperti al-
Qarafi (w. 684) dan Ibn ‘Arafah yang juga dari mazhab Maliki
berpendapat sebaliknya; artinya, boleh menjadikan kaidah
fikih yang terlahir lewat hasil istigra ini dijadikan sebagai
hujjah atau dalil mandiri dalam istinbath sebuah hukum.

Kemudian lebih lanjut ‘Azam (1999: 27) berusaha
mengkompromikan kedua perbedaan pendapat di atas
dengan mengatakan bahwa “sesungguhnya seorang qadi atau
mufti tidak diperbolehkan bersandar kepada kaidah fikih
hasil istigra yang dijadikan sebagai dalil mandiri itu, jika
telah ditemukan nas fikih lain yang bisa dijadikan sandaran
hukum (urusprodensi). Adapun ketika tidak ditemukan
dalil dari nash fikih sama sekali, karena belum dibahas oleh
para ulama, sedangkan ditemukan salah satu kaidah fikih
-hasil istigra yang bisa mencakup masalah tersebut-, maka
dibolehkan mendasarkan fatwa atau putusan melalui kaidah
fikih tersebut.”

Adapun Ali Ahmad al-Nadwi (1994: 331) menjelaskan
tentang persoalan “apakah boleh kaidah fikih dijadikan sebagai
dalil yang dapat dijadikan dasar dalam menggali hukum?”
Menurutnya, kaidah fikih tidak dapat dijadikan sebagai
dalil hukum, kecuali mempunyai sifat lain, yaitu kaidah
fikih tersebut merupakan sebuah dalil ushiili atau merupakan
Hadis Nabi Muhammad SAW. Jika demikian, maka kaidah
fikih tersebut dapat dijadikan sebagai dalil dalam menggali
hukum, mengeluarkan fatwa, dan menetapkan keputusan,
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karena semata-mata berpijak pada dalil ushtili dan Hadis Nabi
SAW tersebut. Kemudian ia menjelaskan bahwa tidak boleh
berpegang kepada kaidah fikih itu, jika terdapat nash (teks)
fikih. Akan tetapi, jika sebuah peristiwa tidak ditemukan
nash fikih sama sekali, maka dibolehkan bersandar kepada
kaidah fikih dalam memberikan fatwa dan keputusan, kecuali
yakin atau diduga adanya perbedaan antara kaidah fikih
dengan masalah yang baru tersebut.

Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, al-Qardlawi
(2010: 13-14) menegaskan bahwa jika seorang ahli fikih tidak
menemukan sebuah nash yang juz7i (partikular) dalam sebuah
masalah, maka ia boleh mendasarkan ketetapan hukumnya
melalui kaidah-kaidah fikih yang kulli. Ini adalah metode
yang banyak ditempuh oleh para ulama, sehingga kebutuhan
terhadap kaidah-kaidah fikih kulli tetap mutlak diperlukan,
bahkan sekalipun ada dalil nas yang juzi sebagaimana masih
dibutuhkannya rujukan hukum dari pandangan magqashid.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat diambil
kesimpulan bahwa mereka terbagi menjadi tiga kelompok
besar dalam memandang; apakah kaidah-kaidah fikih bisa
dijadikan rujukan langsung dalam istinbath hukum Islam?
yaitu: 1) mereka yang secara mutlak menolak kaidah fikih
sebagai rujukan langsung dalam istinbdth hukum Islam; 2)
mereka yang secara mutlak membolehkan kaidah-kaidah
fikih dijadikan sebagai dalil atau rujukan langsung dalam
istinbath hukum Islam dan; 3) mereka yang berada di
tengah-tengah, yaitu: boleh menjadikan kaidah fikih sebagai
dalil dengan satu syarat, yaitu kaidah itu harus bersumber
secara deduktif yang berasal dari dalil naqli (al-Qur’an dan
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al-Sunnah) dan bukan hasil ijtihad akal (nalar) fugaha secara
induktif.

Dari tiga perbedaan pendapat di atas, penulis lebih
sependapat dengan pendapat kedua, yaitu: boleh secara
mutlak menjadikan kaidah-kaidah fikih sebagai dalil
atau rujukan langsung; baik kaidah yang bersumber dari
dalil nagli maupun aqli, karena kedua dalil tersebut telah
diterima para ulama ushiil figh sebagai dalil dalam istinbath
hukum Islam. Di samping itu, aplikasi kaidah fikih terhadap
masalah-masalah kontemporer, terutama dalam bidang
fikih muamalah, seperti perbankan syariah sudah tidak
diragukan lagi bahwa ilmu dan al-qawa’id al-fighiyyah
akan mengantarkan seorang ulama untuk dapat melakukan
istinbath terhadap masalah-masalah fikih, khususnya
masalah kontemporer dengan baik dan cepat.

Pilihan penulis pada pendapat kelompok kedua di atas
-yang membolehkan secara mutlak istinbath dengan kaidah-
kaidah fikih- adalah didasarkan pada beberapa argumentasi
salah seorang ulama kontemporer, yaitu Muhammad Shidqi
Ibn Ahmad al-Blirnt (1997: 41) yang berpendapat bahwa
“bagaimana kita bisa menerima kaidah fikih yang bersumber
dari al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dalil istinbath hukum,
tapi kita menolak kaidah fikih yang bersumber dari ijtihad
para ulama secara induktif (al-istigra)?.” Padahal kita tahu
bahwa semua kaidah fikih yang telah digali dan diijtihadi
mereka (secara induktif) -dari masalah-masalah fikih yang
terdapat dalam kitab-kitab fikih para imam mazhab atau
dinukil dari kitab-kitabnya- itu semua tidaklah keluar dari
poros dalil-dalil hukum syarak, baik yang pokok atau cabang.
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Bahkan al-Birnt (1997: 45-49) membuat jawaban yang
sangat logis untuk membantah 2 (dua) argumentasi ulama
yang menolak menjadikan kaidah fikih hasil ijtihad ulama
sebagai dalil istinbdth hukum, yaitu: pertama, mereka
berargumentasibahwa tidak layaknya kaidah fikih hasil ijtihad
sebagai dalil istinbath hukum adalah dikarenakan kaidah-
kaidah fikih itu adalah buah (hasil) dari persoalan-persoalan
Jur’ (cabang) yang bermacam-macam, maka tidak masuk
akal, ketika ia dijadikan sebagai dalil istinbath hukum untuk
persoalan furti’ yang lain? Lalu al-Blrn menjawab bahwa
sesungguhnya semua kaidah dalam setiap ilmu pengetahuan
adalah berdiri di atas ilmu pengetahuannya masing-masing
dan ia merupakan buah dari ilmu pengetahuan itu. Misalnya,
kaidah-kaidah (metode) ushiil figh mazhab Hanafi yang
melakukan istinbdath lewat persoalan-persoalan furti’ ulama
mazhab Hanafi terdahulu yang ada dalam kitab-kitab fikih
mereka (jurisprodensi) dan bukankah kita bisa menerima
metode mereka (metode Hanafi). Begitu juga, kaidah-kaidah
bahasa Arab yang terbentuk dari ijtihad para ulama bahasa
Arab lewat furil’ yang berupa ucapan-ucapan orang Arab
yang belum tercampur bahasa asing dan apakah lalu kita
juga akan berkata; "tidak boleh menggunakan kaidah-kaidah

bahasa Arab, karena ia juga lahir lewat furi’?.”

Kedua, mereka berargumentasi bahwa tidak layaknya
kaidah fikih hasil ijtihad sebagai dalil istinbath hukum
adalah dikarenakan sebagian besar kaidah-kaidah fikih itu
memiliki beberapa pengecualian, sehingga dikhawatirkan
terjadi kesalahan dalam melakukan istinbath, karena
ternyata hukum yang ditetapkan lewat kaidah fikih itu
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adalah pengecualiannya. Maka al-Blrnti menjawab bahwa
persoalan pengecualian tidak hanya ada pada kaidah fikih,
namun ada pada semua dalil termasuk al-Qur’an, seperti
Q.S. al-Baqarah: 275 yang menyatakan dengan tegas bahwa
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu
bukankah ada beberapa pengecualian dari jual beli itu, karena
ternyata ada jual beli yang tidak halal (haram). Apa kemudian
kita tidak bisa menjadikan beberapa ayat al-Qur’an sebagai
dalil hanya karena ada pengecualian?

Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat adalah
pendapat ulama yang menerima kaidah fikih sebagai hujjah
secara mutlak, baik yang bersumber al-Qur’an dan al-
Sunnah atau ijtihad ulama. Maka, ketika menjadikan kaidah
fikih sebagai hujjah atau dalil untuk istinbath hukum Islam
adalah berarti mengaplikasikan kaidah fikih secara deduktif.
Oleh sebab itu, proses terbentuknya (perumusan) kaidah
fikih adalah dihasilkan secara induktif, namun diaplikasikan
secara deduktif sebagaimana menjadi ciri kaidah fikih.

Ciri-ciri kaidah fikih dalam struktur hukum Islam adalah
sebagai suatu kesatuan sistem (Islamic law system) yang
terdiri atas empat unsur. Unsur pertama adalah sumber
hukum, yakni al-Qur’an dan Sunnah, yang memuat berbagai
dalil normatif. Unsur kedua adalah usul fikih, yang memuat
berbagai kaidah pokok untuk diaplikasikan dalam penggalian
hukum (istinbath) dari dalil normatif itu. Unsur ketiga ialah
fikih, yakni substansi fikih yang rinci (al-far9) mencakup
beberapa bidang, seperti ibadah, muamalah, siyasah dan
lainnya. Unsur ke-empat adalah kaidah fikih, yang disimpulkan
dari substansi fikih itu sendiri (Bisri: 2003: 76-77).
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Pola hubungan kesatuan sistem keempat unsur tersebut
dapat diilustasikan dengan gambar berikut ini:

1. Sumber: Qur’an dan Sunnah

2. Usul Fikih
Metodologi dalam memahami dan menggali dalil (ayat
dan teks) dari kedua sumber di atas

Dalil pendamping yang digunakan:

Iimad’, Qiyds, Istihsan, Istishhab, Mashlahah Mursalah,
‘Urf, Mazhab Sahabat, Hukum Umat Terdahulu, Fath
dan Sadd Dzari ‘ah

!

3. Fikih
Hukum amaliah dari kedua sumber
yang dilakukan oleh mujtahid sejak generasi sahabat
hingga kini
Substansi:
(‘ibadah, mundkahah, mawdrits, mu’amalah, jindyah,

siyasah, dan aqdliyah).

l

4. Kaidah Fikih
Induksi dalam menyimpulkan rincian substansi figh
dalam bentuk pernyataan yang sederhana
sebagai panduan bagi pelaksana dan kepentingan umum.

Gambar 1: Pola Hubungan dalam Proses Perumusan Kaidah
Fikih (Bisri: 2003: 102).

Alhasil, sebagai dua sumber utama dalam sistem
yurisprudensi Islam, al-Qur'an dan al-Sunnah tentu saja
mempunyai pengaruh besar dalam penyusunan kaidah-kaidah
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fikih. Keberpengaruhan ini bisa dipahami karena kaidah-
kaidah hukum itu tetap bersumber dari kedua sumber pokok
tersebut, namun sebagaimana fikih ada yang bersumber dari
dalil naqli (al-Quran dan al-Sunnah) dan dalil aqli (nalar
akal) dengan ijtihad, maka begitu juga lahirnya kaidah-kaidah
fikih ada yang bersumber dari dalil nagli dan juga agli. Kedua
sumber dalil tersebut sama-sama melahirkan kaidah-kaidah
fikih lewat cara induktif (al-istagrai).

Aplikasi Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Sebagai
Dalil Ijtihad Dalam Penetapan Fikih Muamalah
Kontemporer (Fatwa Ekonomi Syariah) Oleh DSN-
MUI

Metode penetapan fatwa (al-manhaj fi itsbath al-
fatwa) yang digunakan DSN-MUI adalah metode yang
dikembangkan komisi fatwa MUI, karena DSN-MUI juga
bagian dari komisi fatwa MUI dalam bidang ekonomi dan
perbankan syariah. Adapun metode yang digunakan oleh
komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan
melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nas gath?,
pendekatan qauli (pendapat para mujtahid) dan pendekatan
manhaji yakni metode yang ditempuh oleh para ulama salaf
dan khalaf (Amin, 2008: 268).

Ketiga pendekatan di atas bisa berfungsi sebagai tiga
urutan pendekatan, yaitu: urutan pertama, pendekatan nash
gath’i (al-Qur’an dan Sunnah), jika tidak didapati nash, maka
menggunakan urutan kedua; pendekatan gauli (pendapat
para mujtahid) yang terdapat dalam kitab-kitab mereka
dan jika tidak didapat atau tidak sesuai dengan kondisi,
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maka mengunakan urutan ketiga; pendekatan manhaji
(metodologis) yakni manhaj (metode) yang ditempuh oleh
para ulama salaf dan khalaf.

Artinya, pendekatan nash qathi dilakukan dengan
berpegang kepada nash al-Qur’an atau Hadis untuk sesuatu
masalah, jika masalah itu terdapat dalam nash al-Qur’an
ataupun Hadis secara sharih (jelas). Sedangkan apabila tidak
terdapat dalam nash qath’i, maka penetapan fatwa dilakukan
dengan pendekatan gauli dan manhaji. Pendekatan qgauli
dilakukan, jika penetapan fatwa dapat dicukupi oleh
pendapat dalam kitab-kitab para ulama yang diakui (al-kutub
al-mu’tabarah) dan hanya terdapat satu pendapat (qgaul),
kecuali jika gaul yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk
dipegangi, karena sangat sulit untuk dilaksanakan (ta’adzur
al-‘amal atau sutibah al-'‘amal) atau karena illat-nya sudah
berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (i’adat
al-nazhar). Melakukan telaah ulang merupakan kebiasaan
para ulama terdahulu, sebab mereka tidak terpaku terhadap
teks-teks hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak
tepat lagi untuk dipegangi. Kemudian apabila jawaban tidak
dapat dicukupi oleh nash gathi dan gauli, maka jawaban
dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendekatan manhaji
dilakukan melalui ijtihad jama’i (ijtihad kolektif), dengan
menggunakan metode: ilhaqi, al-jam’ wa al-taufig dan
tarjihi (Amin, 2008: 268-269).

Metode ilhaqi adalah menyamakan hukum suatu kasus
yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang
telah ada hukumnya dalam kitab-kitab fikih. Metode ini
mirip dengan metode qiyds. Hanya saja, qiyds adalah analog
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suatu hukum kepada hukum lain yang mempunyai kesamaan
illat yang hukum tersebut berdasarkan al-Qur’an, al-Sunnah
atau ijma’ dan bukan berdasar pendapat ulama dalam kitab
fikih sebagaimana ilhdq. Adapun metode al-jam’ wa al-
taufiq adalah penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha
penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat mazhab,
jika terjadi khildfiyyah (perbedaan) di kalangan imam
mazhab. Apabila usaha al-jam’ wa al-taufiq tidak berhasil,
maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjihi, yaitu
upaya untuk menyeleksi dan memilih pendapat yang paling
rajih (kuat) dengan menggunakan metode perbandingan
mazhab (mugaran al-madzahib) dan dengan menggunakan
kaidah-kaidah usul fikih perbandingan mazhab juga.

Walaupun DSN-MUI menetapkan urutan pendekatan
dalam penetapan fatwa seperti dijelaskan di atas, namun
kenyataannya dari 75 sampel fatwa (dari tahun 2000-2009)
DSN-MUI (dari jumlah total fatwa terakhir 156 di tahun 2023)
-yang dijadikan contoh sampel dalam makalah ini- ternyata
seluruhnya menggunakan ketiga pendekatan itu secara
bersamaan. Ketiga pendekatan tersebut dijabarkan (dirinci)
menjadi tujuh (7) sumber hukum yang digunakan DSN MUI
dalam menetapkan fatwa, yaitu: al-Qur’an, al-Sunnah/Hadis,
yma’, qiyas, kaidah fikih, fikih/pendapat ulama dan sumber
lain yang masih diperselisihkan ulama penggunaannya,
seperti ‘urf (adat/tradisi) dan lain-lain. Dari ketujuh sumber
di atas, sumber al-Sunnah digunakan sebanyak 75 kali dari
75 fatwa DSN-MUI yang menjadi obyek kajian ini. Berarti
sumber al-Sunnah mencapai 100 %. Sedangkan al-Qur’an
digunakan sebanyak 72 kali atau 96 %. Berarti ada tiga fatwa
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atau 4% yang tidak didapat sumber al-Qur’an dari 75 sampel
fatwa DSN-MUI. Adapun i{jma’ digunakan sebanyak 23 kali;
giyas 5 kali; kaidah fikih 73 kali; fikih/pendapat ulama 36
kali; dan sumber lain (berupa maslahah dan ‘urf) sebanyak

satu kali.

Untuk lebih jelas jumlah penggunaan dan persentase
masing-masing sumber hukum dapat dilihat pada table

berikut ini:

No Sumber Hukum Peil;l;llﬁgan %

1 | Al-Qur’an 72 kali 96%
2 | Al-Sunnah/Hadis 75 kali 100%
3 | ma@ 23 kali 30,6%
4 | Qiyas 5 kali 6,6%
5 | Kaidah Fikih 73 kali 97,3%
6 | Fikih/Pendapat Ulama 36 kali 48%

Sumber Lain (Mashlahah & ‘Urf) 1 kali 1,3%
Tabel 1: Jumlah dan Persentase Sumber Hukum dalam Fatwa

DSN-MUI

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa metode
yang digunakan oleh DSN-MUI dalam proses penetapan
fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan
nash qgath’i, pendekatan qgauli (pendapat para mujtahid)
dan pendekatan manhaji yakni metode yang ditempuh oleh
para ulama salaf dan khalaf, maka penetapan fatwa yang
didasarkan pada al-Qur’an dan al-Sunnah/Hadis adalah
termasuk dalam kategori pendekatan pertama (nash qath?).
Adapun penetapan fatwa yang didasarkan pada ijma’, kaidah
fikih dan fikih/pendapat ulama adalah termasuk dalam
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kategori pendekatan kedua, yaitu pendekatan gauli (pendapat
para mujtahid). Sedangkan penetapan fatwa yang didasarkan
pada giyas dan sumber lain (berupa mashlahah dan ‘urf)
adalah dapat digolongkan kepada pendekatan ketiga, yaitu:
pendekatan manhaji.

Pendekatan Sumber Hukum P Jclal %
enggunaan
. Al-Qur’an 72 kali
Nash Qath’t - - 98%
Al-Sunnah/Hadis 75 kali
ma& 23 kali
Qauli Kaidah Fikih 73 kali 58,6%
Fikih/Pendapat Ulama 36 kali
iyds kali
Manhaji Qy - > - 4%
Sumber Lain (Mashlahah & ‘Ury) 1 kali

Tabel 2: Persentase Pendekatan dalam Fatwa DSN-MUI

Dari data dalam tabel di atas, terlihat dengan jelas
bahwa pendekatan yang dominan digunakan DSN-MUI
adalah pendekatan pertama yang berupa nash qath’i yang
mencapai 98 %. Urutan kedua adalah pendekatan kedua,
yaitu pendekatan gauli yang mencapai 58,6 %. Berarti selesih
dengan pendekatan pertama sangat jauh, karena hampir
40 %. Sedangkan urutan ketiga adalah pendekatan ketiga,
yaitu pendekatan Manhaji yang hanya mencapai 4 %. Hal
ini menunjukkan bahwa tiga pendekatan di atas, disamping
berfungsi sebagai urutan penetapan (skala prioritas), juga
berfungsi sebagai dominasi. Hal ini juga menggambarkan
bahwa ijtihad para ulama Indonesia yang berada di dalam
system DSN-MUI belum berani berijtihad secara langsung,
terbukti dengan metode manhaji yang merupakan metode

Pengukuhan Guru Besar Bidang Fikih Muamalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
34 Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.



ijjtihad yang banyak dipakai ulama (klasik) ternyata tidak
dipakai dengan maksimal, seperti metode mashlahah.
Padahal DSN-MUI banyak menggunakan kaidah fikih tentang
maslahah, maka semestinya DSN-MUI juga memakai metode
mashlahah, karena para ulama yang menetapkan kaidah
fikih mashlahah adalah didasarkan pada metode mashlahah
terlebih jika mashlahah ‘ammah (kemaslahatan umum).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penggunaan
kaidah fikih sebagai dasar penetapan fatwa DSN-MUI
adalah 73 kali dari 75 fatwa yang diteliti atau 97,3 %. Hal
itu menunjukkan signifikannya peran kaidah fikih dalam
penetapan fatwa DSN-MUI. Adapun kaidah-kaidah fikih
yang digunakan sebagai sumber penetapan fatwa dan
persentasenya (kuantitas) adalah sebagaimana terlihat dalam
table berikut ini:

No Kaidah Figh & Arti Jumlah % Urutan

Jo J b Jg of VALY et 3 LN

e
Pada dasarnya semua bentuk muamalah
boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkanya

73 kali 100% Kesatu

S\e Y3 e
Tidak boleh membahayakan diri sendiri
maupaun orang lain

15kali | 20,5% Kelima

TJLA‘J\;.«-LD‘&,"W )_.aU.J\ (S5

3 | Menghindarkan mafsadat (kerusakan, | 8kali | 10,9% Ketujuh
bahaya) harus  didahulukan atas
mendatangkan kemaslahatan

J% 552
4 | Bahaya (beban berat, kerugian) harus
dihilangkan

i15kali | 20,5% Kelima
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No Kaidah Figh & Arti Jumlah % Urutan
| rg’ ) iodad) wos Lol
5 | Di mana terdapat kemaslahatan, di sana | % kali | 15,1% Keenam
terdapat hukum Allah
by yed Aniie > 2 3 8
6 | Setiap utang piutang yang mendatangkan | 1 kali 1,3% | Kesebelas
manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh)
adalah riba
OS ak 3 5l
7 | Segala mudharat harus dihindarkan 6 kali 8,2% | Kesembilan
sedapat mungkin
- e ‘ s ;" we \
8 sorw o Jer 17kali | 23,2% | Keempat
Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
ozl i S 4l '
9 | Keperluan itu dapat menduduki posisi| 2! kali | 28,7% Kedua
darurat
‘;,J,:.JL el Gy el
Sesuatu yang berlaku berdasarkan . o .
10 | adat kebiasaan sama dengan sesuatu 18kali | 24,6% Ketiga
yang berdasarkan syara’ (selama tidak
bertentangan dengan syariat)
dad b el Lo o 0z
11 | Tindakan pemegang otoritas terhadap | 7 Kali 9:5% | Kedelapan
rakyat mengikuti maslahat
il Y sl s 3 o7 of a0 52 Y
12 | Tidak boleh melakukan perbuatan hukum | ! kali 1,3% | Kesebelas
atas milik orang lain tanpa seizinnya
g | |
13 | Yang mengikuti itu sama hukumnya | 2 kali 2,7% | Kesepuluh
dengan yang diikuti
el 0 e Y .
14 | Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat | ! kali 1,3% | Kesebelas
kesulitan (kerja)

36

Tabel 3: Kaidah-kaidah Fikih yang digunakan DSN-MUI
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Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa ada 14 kaidah fikih
yang dijadikan rujukan penetapan fatwa oleh DSN-MUI
adalah didapati kaidah fikih (yang artinya) “pada dasarnya
semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkanya ” adalah yang paling banyak dirujuk,
bahkan mencapai 100 %. Pada urutan terbanyak kedua adalah
kaidah “keperluan itu dapat menduduki posisi darurat”,
namun hanya 21 kali atau 28,7 %. Sedangkan pada urutan
terbanyak ketiga adalah kaidah fikih (yang artinya) “sesuatu
yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuatu yang berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan
dengan syariat)” sebanyak 18 kali (24,6 %). Sebetulnya 14
belas kaidah di atas dapat diringkas menjadi tujuh (7) tipologi
kaidah, yaitu seperti dalam tabel berikut:

No Tipologi Kaidah Kaidah Figh & Arti
] e (aidah Lo e Ay 01 Y 2 el 3 )
22l L2V EE) | G i koonat ada dallyang menghararmkanya

3 A e ) Kesulitan itu dapat menarik kemudahan

szl B [T 4
Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat

izl s e 2V
Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan
(kerja)
3 | Bahaya dan Maslahat N
(kaidah kubra): Sre Y572
NeoNg s N Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun
D2 D022 orang lain

FJLAJ\ J?L}C/JJJ -\..«LLJ\ s

Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) ha-
rus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan
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No Tipologi Kaidah

Kaidah Figh & Arti

JI% 5l

Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan

A S g2 Bodad) iy L]

Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat
hukum Allah

O k£ Gl

Segala mudharat harus dihindarkan sedapat
mungkin

Aoy baieed) N i

Tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat
mengikuti maslahat

4 | Adat & Tradisi (kaidah

kubra):
155 3l

P

gl el Ol eyl

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan
sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara’
(selama tidak bertentangan dengan syariat)

5 | Perbuatan hukum

o3l Y sl e 3 s ol 4N 5 Y

Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas
milik orang lain tanpa seizinnya

6 | Pengikut

Aoy

Yang mengikuti itu sama hukumnya dengan yang
diikuti

7 | Batasan Riba

b peddaiie > 2 3 5

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat
(bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba

Tabel 4: Tipologi Kaidah Figh dalam Fatwa DSN-MUI

Dari table di atas tergambar bahwa empatbelas (14)
kaidah fikih yang digunakan DSN-MUTI itu hakikatnya hanya
bersumber dari 7 tipologi kaidah saja. Kemudian dari table

itu juga terlihat bahwa terdapat dua teks kaidah kubra

dan cabang-cabangnya yang banyak digunakan oleh DSN-

MUI; al-dlarar yuzal dan al-masyaqqah tajlib al-taysir.

Sedangkan kaidah dua kaidah kubra: al-yaqin la yuzal bi al-
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syakk dan al-‘adah muhakkamah tidak digunakan langsung,
tetapi menggunakan salah satu cabangnya, bahkan cabang
kaidah al-yaqin la yuzal bi al-syakk digunakan 100 %. Hanya
satu kaidah kubra yang tidak digunakan, yaitu al-umiir bi
magqdshidiha. Adapun sisa kaidah yang bukan kaidah kubra
yang digunkan DSN-MUI adalah hanya tiga kaidah saja, yaitu
kaidah la yajiiz li ahad an yatasyarraf fi milk al-ghair illa bi
idznih, kull gardh jarra manfa’ah fahuwa riba dan kaidah
al-tabi’ tabr’.

Berikut ini adalah analisis dari 14 masing-masing kaidah
fikih di atas yang sesuai urutan terbanyak yang digunakan
oleh DSN-MUI, namun yang akan dibahas hanya 5 kaidah
fikih saja sesuai urutan kuantitas penggunaannya:

1. al-ashl fi al-mu’amalat al-ibahah; teks kaidah ini tidak
penulis temukan dalam kitab kaidah figh klasik, seperti
al-Asybah wa al-Nadha’ir karya al-Suytthi dan tidak
juga ditemukan pada kitab kaidah fikih kontemporer,
seperti al-Qawa’id al-Fighiyyah karya ‘Ali Ahmad al-
Nadwi, akan tetapi dalam kitab kaidah fikih kontemporer
lainnya, yaitu karya Athiyah Adlan Athiyah Ramadlan
yang berjudul "Mawsti‘ah al-Qawa‘id al-Fighiyyah:
al-Munadhamah Ui al-Mu‘aGmalat al-Maliyyah al-
Islamiyyah wa Dawruha fi Tawjih al-Nadhm al-
Mu‘ashirah”penulis mendapati kaidah lain yang semisal,
yaitu kaidah yang berbunyi “al-ashl fi al-mu’awadlat
al-ibahah (hukum asal bagi transaksi bisnis/komersil
adalah boleh)” yang dalam penjelasannya, Ramadlan
menerangkan bahwa hukum asal bagi jual beli dan
berbagai akad bisnis/komersil adalah boleh, kecuali
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ada dalil yang mengharamkannya, bahkan Ramadlan
memperkuat kaidah ini dengan menukil perkataan
Imam Syafi’i dalam al-Umm bahwa hukum asal dalam
jual beli adalah semuanya boleh, jika ada keridaan
semua pihak yang bertransaksi, kecuali transaksi yang
dilarang Nabi Muhammad SAW (Ramadlan, 2007: 134-
135). Penulis golongkan kaidah ini pada kaidah kubra:
al-yaqin la yazil/yuzal bi al-syakk adalah karena
kaidah ini semakna dengan kaidah al-ashl fi al-asyya
al-ibahah, hatta yadull al-dalil ‘ala al-tahrim (hukum
asal bagi segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil
yang mengharamkan) yang menjadi cabang bagi kaidah
kubra: al-yaqgin la yaziil/yuzal bi al-syakk sebagaimana
terdapat dalam kitab kaidah fikih al-Suytithi (2010: 103).
Kaidah ini sangat pantas jika paling banyak dirujuk oleh
DSN-MUI, bahkan 100 %, karena kaidah ini bisa menjadi
dalil pokok dan universal bagi segala jenis transaksi
ekonomi/bisnis kontemporer yang belum pernah terjadi
pada masa awal Islam.

al-Hajah tanzil/tunazzal manzilat al-dlariirah; Teks
kaidah yang dipakai DSN-MUI tersebut terdapat dalam
hampir semua kitab kaidah fikih, baik klasik maupun
kontemporer, seperti kitab al-Suyfithi, al-Nadwi dan
Ramadlan. Akan tetapi dalam kitab al-Suytthi (al-
Suytthi, 2010: 139-140) dan Ramadlan dengan ada
tambahan teks ” ‘ammatan kanat aw khashatan (baik
umum ataupun khusus)”, sehingga berbunyi: al-hdjah
tanzil/tunazzal manzilat al-dlartirah ‘ammatan kanat
aw khashatan (Ramadlan, 2007: 59). Sedangkan dalam
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kitab al-Nadwi (1994: 233) sedikit ada perbedaan teks,
walau arti dan maksud hampir sama, yaitu berbunyi:
“al-hajah tunazzal manzilat al-dlariirah al-khashah
fi hagqq ahad al-nash (keperluan/skunder itu dapat
menduduki posisi darurat/primer yang khusus pada
hak setiap individu). Tingkatan hajah (skunder) berada
persis di bawah dlariirah (primer). Oleh karena itu,
dari kaidah ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah
kebutuhan skunder (hajah), baik yang umum (universal)
atau yang khusus (spesifik), terkadang diposisikan
sama seperti halnya kebutuhan primer (dlarirah).
Artinya, kebutuhan skunder dalam kondisi tertentu
dapat menjadikan hal-hal yang pada mulanya dilarang
menjadi boleh dikerjakan. Kemudian yang haram bisa
menjadi boleh, disebabkan karena kedaruratan yang
terjadi pada seseorang. Terbukti, banyak transaksi dalam
fikih muamalah yang pada hakikatnya dilarang, tetapi
karena sudah menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan
umum masyarakat (walupun belum mencapai kadar
darurat), yang pada akhirnya diperbolehkan. Dengan
demikian, hajah ‘ammah dalam kaidah ini sudah nyaris
menyamai dlarirah, dengan makna bahwa kebutuhan
skunder yang dimaksud dalam kaidah ini adalah
kebutuhan skunder yang sudah mendekati tingkatan
kebutuhan primer (dlartrah), sehingga pantas para
ahli fikih menempatkannya seperti darurat, sesuai
substansi kaidah ini (Arfan, 2017:174), namun hajah
umum bukan berarti hajah publik dan hajah khusus
juga bukan berarti lawannya publik, yaitu individu. Akan
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tetapi yang di maksud hajadh umum adalah hajah yang
tidak khusus bagi sekelompok orang dengan menafikan
kelompok yang lain atau tidak khusus untuk satu daerah
dengan menafikan daerah lain, bahkan ia bersifat umum
(universal) bagi semuanya, seperti hajadh masyarakat
akan transaksi ijarah (sewa-mennyewa). Sedangkan
hajah khusus (spesifik) adalah hajah yang khusus bagi
sekelompok orang atau suku dan menafikan kelompok
atau suku lainnya, seperti hajah-nya sekelompok
pedagang dalam jual beli yang menggugurkan khiyar
‘aib dan khiyar syarat. Contohnya, sebagian toko di
Indonesia menuliskan sebuah ketentuan dalam nota jual
beli yaitu kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat
di tukar atau dikembalikan”. Ini berarti bertentangan
dengan fikih muamalah yang mensyariatkan khiyar ‘aib
dan syarat.

al-Tsabit bi al-urf ka al-tsabit bi al-syar’ (Ketentuan
dengan adat/kebiasaan itu seperti ketentuan dengan
syarak/al-Qur’an dan al-Sunnah); teks kaidah seperti ini
tidak penulis dapati dalam kitab al-Suyithi, al-Nadwi
maupun Ramadlan, tetapi dalam kitab al-Nadwi didapati
kaidah lain yang semakna, yaitu: “al-ta’yin bi al-'urf ka
al-ta’yin bi al-nash (Ketentuan dengan adat/kebiasaan
itu seperti ketentuan dengan nas/teks al-Qur’an dan al-
Sunnah) (al-Nadwi, 1994: 65). Tidak didapatnya kaidah
ini dalam sebagaian besar kitab kaidah figh adalah
dikarenakan maksud kaidah ini tidak jauh berbeda
dengan kaidah kubra “al-‘ddah muhakkah”, hanya saja
kaidah ini lebih memperkuat aspek legalitasnya. Artinya,
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posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi)
-dengan beberapa ketentuannya- itu bisa sejajar kekuatan
legalitas hukumnya dengan nash syariat (Arfan, 2017:
222). Oleh karena itu tidak heran jika kaidah ini berada
pada urutan ketiga terbanyak penggunaannya oleh DSN-
MUIL

al-masyagqqabh tajlib al-taysir; teks kaidah ini terdapat di
semua kitab kaidah fikih, baik klasik ataupun kontemporer,
karena kaidah ini merupakan kaidah kubra yang memiliki
banyak cabang kaidah dan banyak persoalan fikih yang
bisa diaplikasikan dengan kaidah ini.

al-dlarar yuzal (bahaya/beban berat/kerugian harus
dihilangkan) dan la dlarar wa la dlirar (Tidak boleh
membahayakan diri sendiri maupaun orang lain); kedua
teks kaidah ini ada di semua kitab kaidah fikih, akan tetapi
terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, era al-
Suytithi dan beberapa kurun setelahnya menempatkan
sebagai kaidah “al-dlarar yuzal” sebagai kaidah kubra,
namun era sebelum al-Suylithi dan beberapa ulama
kontemporer, seperti Muhammad Shidqgi ibn Ahmad
al-Blirnt menempatkan kaidah kubra adalah dengan
teks Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu “la dlarar wa
la dlirar”. Oleh karena itu, sangat beralasan jika DSN-
MUI tidak menggolongkan “la dlarar wa la dirar”
sebagai teks kaidah fikih, tetapi sebagai teks Hadis, sebab
mengikuti pola pikir al-Suytithi dan era setelahnya yang
tidak mengolongkan teks Hadis la dlarar wa la dlirar
sebagai teks kaidah fikih, padahal keduanya sama-sama
menolak mudarat, namun berbeda; kaidah la dlarar wa
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la dlirar bermakana larangan untuk melakukan atau
membuat mudarat sebelum terjadi mudarat, artinya
anjuran melalukan tindakan preventif. Sedangkan kaidah
al-darar yuzal cenderung bersifat tindakan represif,
yaitu: anjuran untuk menghilangkan mudarat setelah
mudurat itu ada atau sudah terjadi (Arfan, 2017: 185). Di
samping itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang
makna dlarar dan dlirar. Sebagian ulama berpendapt
bahwa keduanya adalah dua lafad yang berbeda tapi
mengandung arti yang sama (muradif), Rasulullah
mengungkapkan keduanya itu hanya untuk menguatkan
pembicaraan (tawkid). Lafadz “))<=” menurut para
pakar bahasa arab adalah nama dari sesuatu yang
membahayakan, sedangkan “)»x” adalah perbuatan
yang membahayakan itu sendiri. bahwa makna )<
adalah janganlah seseorang itu berbuat sesuatu yang dia
tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, sedangkan
arti J) »= adalah janganlah seseorang itu membahayakan
orang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa )<
adalah sesuatu yang membayakan yang engkau bisa
memetik manfaatnya tapi bisa membahayakan orang
lain, sedangkan L' adalah perbuatan yang engkau
sama sekali tidak bisa memetik manfaatnya namun
bisa membahayakan orang lain. Sedangkan ulama
lainnya berpendpat bahwa perbedaan kedua lafad itu
mirip dengan lafadl : J&l yang artinya membunuh dan
lafadl Jéllyang berarti memerangi, maksudnya adalah
bahwasanya makna )< adalah berbuat sesuatu yang
membahayakan orang lain; yang mana dia tidak berbuat
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yang membahayakan dirinya, sedangkan makna L) »=
adalah berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain;
yang mana dia berbuat jahat kepadanya, kalau hal itu
tidak diilakukan untuk membela sebuah kebenaran (al-
Nadwi, 1999: 51-53). Terlepas dari perbedaan ulama
dalam memaknai kedua lafad itu. Pada prinsipnya dapat
disimpulkan bahwa kaidah ini mempunyai cakupan yang
lebih luas, bahkan al-Nadawi dalam kitab Mawsiti‘ah-
nya berpendapat bahwa hampir separuh persoalan fikih
bisa dicakup oleh inti dan maksud dari kaidah ini, yaitu:
menghilangkan kemudaratan yang berhubungan dengan
diri sendiri maupun orang lain, baik dia yang memulai
maupun saat membalas kejahatan orang lain. Kaidah ini
meliputi dua hukum, yaitu (Arfan, 2017: 181-183): Hukum
pertama, tidak boleh membahayakan orang lain. Artinya,
tidakdiperbolehkanbagiseseoranguntukmembahayakan
orang lain, baik pada jiwanya, kehormatannya, dan juga
hartanya. Karena membahayakan orang lain merupakan
perbuatan zalim, dan kezaliman diharamkan oleh Islam.
Adapun bahaya yang dilarang adalah bahaya yang
berdampak buruk secara mutlak, atau sekalipun bahaya
itu berasal dari perbuatan yang hukumnya mubah
yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Misalnya
seseorang menggali sumur di rumahnya, atau selokan
yang menempel ke rumah tetangganya, atau membangun
tembok yang dapat menghalangi masuknya cahaya ke
rumah tetangganya, maka apa yang dilakukannya di
dalam rumah sekalipun mubah, akan tetapi apabila

berdampak pada sesuatu yang sangat membahayakan
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bagi tetangganya, maka dilarang. Sedangkan apabila
perbuatannya yang mubah berdampak pada bahaya
ringan, dan tidak berat maka ini tidak dilarang. Misalnya
seseorang yang membangun tembok yang menyebabkan
salah satu jendela kamar tetangganya tertutup. Hukum
kedua, tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.
Artinya, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk
membalas bahaya dengan bahaya, melainkan orang yang
dirugikan dengan bahaya itu hendaknya mengadukan
perkaranya kepada hakim agar hakim memutuskan
orang itu untuk mengganti kerugiannya yang diakibatkan
oleh perbuatannya yang membahayakan. Berdasarkan
hal ini, jika ada orang yang merusak hartanya, maka dia
tidak boleh merusak harta orang itu, akan tetapi ia harus
menyerahkan masalah itu kepada pengadilan agar orang
yang merusak mengganti kerugian yang diderita.

Walaupun DSN-MUI menerapkan kaidah-kaidah fikih
sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan fatwa-fatwa
fikih muamalah kontemporer, bahkan ada yang sampai 100
%, tetapi aplikasinya terbatas sebagai dalil pelengkap saja.
Artinya, kaidah fikih itu hanya menjadi tambahan pelengkap
bagi dalil-dalil lainnya, seperti al-Qur'an dan Hadis Nabi
dan bukan sebagai dalil mandiri yang berdiri sendiri; tanpa
bergantung kepada keberadaan dalil-dalil lain. Padahal dalil-
dalil al-Qur’an yang digunakan DSN-MUT untuk mendukung
argumentasi tentang akad wadi'ah dan mudhdarabah
misalnya sebagaimana terdapat dalam keputusan fatwa DSN-
MUI/IV/2000 nomor 1 (tentang giro), 2 (tentang tabungan)
dan 3 (tentang deposito) dalam pandangan penulis terkesan
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kurang tepat, karena terlalu umum dan kurang spesifik. Hal
ini bisa dimaklumi, sebab praktik perbankan belum ada
saat al-Qur’an turun. Sementara itu, sebagai pembanding
dalam fatwa Majma’ al-Figh al-Islami al-Dauli (Dewan Fikih
Islam Internasional) No. 90/3 / D9 tidak menggunakan dalil
al-Qur’an, karena tidak ditemukan ayat yang tepat untuk
mendukung argumentasi dalam masalah ini, tetapi langsung
menggunakan dalil Sunnah Nabi SAW dan kaidah fikih atau
langsung dengan dalil kaidah fikih sebagai dalil mandiri,
ketika tidak ditemukan dalil yang tepat dari al-Qur’an dan
Sunnah Nabi Muhammad SAW.

KESIMPULAN

Ada dua kesimpulan yang dihasilkan melalui kajian ini,
yaitu: pertama, persoalan istidlal dengan menggunakan al-
gawa’id al-fighiyyah sebagai dasar hukum Islam perspektif
ulama klasik (imam mazhab empat dan pengikutnya) maupun
ulama kontemporer itu terdapat perbedaan pendapat.
Pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar
yaitu: 1) mereka yang secara mutlak menolak kaidah fikih
sebagai rujukan langsung dalam ber-istinbath hukum Islam;
2) mereka yang secara mutlak membolehkan kaidah-kaidah
fikih dijadikan sebagai rujukan langsung dalam ber-istinbath
hukum Islam, dan; 3) mereka yang berada di tengah-tengah,
yaitu boleh menjadikan kaidah fikih sebagai dasar dengan
syarat kaidah itu harus bersumber atau berasal dari dalil naqli
(al-Qur’an dan al-Sunnah) dan bukan hasil ijtihad akal ahli
fikih. Sedangkan penulis lebih setuju dengan pendapat kedua
yang membolehkan secara mutlak. Kedua, aplikasi kaidah-
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kaidah fikih muamalah dalam fatwa DSN-MUI dari tahun
2000-2009 dengan sampel 75 fatwa adalah cukup signifikan
yang secara kuantitas ada 14 kaidah fikh yang dijadikan
rujukan penetapan fatwa oleh DSN-MUI. Bahkan kaidah
fikih (yang artinya) “pada dasarnya semua bentuk muamalah
boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya
” adalah yang paling banyak dirujuk yang mencapai 100%,
tetapi semua kaidah fikih yang digunakan masih terbatas
sebagai dalil pelengkap saja dan tidak sebagai dalil mandiri.

Hadirin yang saya hormati,

Kini sampailah kita pada akhir pidato saya. Sekali lagi,
saya ingin memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang
maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada saya dan keluarga selama ini. Dengan izinnya
pula saya bisa berdiri di tempat ini, menyampaikan pidato
pengukuhan di hadapan hadirin sekalian yang mulia. Dalam
kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang tak
terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengantarkan
perjalanan hidup saya sampai tahap ini. Secara khusus
saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya,
ayahanda H. Abdurrachman Arfan Baraja dan ibunda Hj.
Sunita Muhammad Sugelar (Alm), yang telah mendidik
dan membesarkan saya dengan segenap perhatian dan
kasih sayangnya. Semoga Allah memberikan ganjaran yang
berlimpah atas segala budi baik yang mereka limpahkan
kepada saya. Saya juga ucapkan terimakasih kepada mertua
saya H. Ahmad Salim al-Atas dan Hj. Salma Ali al-Kaff, yang
selalu memanjatkan doa-doa untuk saya untuk kesuksesan
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dan kebahagiaan saya. Rasa terimakasih yang tak terhingga
juga untuk isteri terkasih Aminah Ahmad Al-Atas, S.Ag dan
kedua ananda tercinta Iklil Athroz Arfan dan Nawal Rajwa
yang telah banyak memberi spirit dan amunisi kapan pun
dan dimana pun terutama saat saya lelah dalam perjalanan
hidup ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak-
kakak (Drs. Wawan Hamzah Arfan, BA; Dra. Eha Julaeha;
Dra. Mona, Apt., M.Phram.Sci) dan adik saya (Nur Hidayati)
beserta semua keluarga mereka yang selalu memberikan
dukungan kepada saya.

Terimakasih yang tulus juga saya ucapkan kepada
semua guru saya sejak saya menempuh pendidikan dasar di
Sekolah Dasar Negeri Cipeujeuh 1 dan MI Khiyarush Shibyan
2 Cipeujeuh Kulon Sindanglaut Cirebon. Semua guru MTs
NU Putra 2 Buntet Pesantren Cirebon dan semua guru di
MA Almaarif Singosari Malang. Semua asatidz di Pondok
Pesantren Cikalapa Cipeujeuh Kulon, Pesantren Buntet
Cirebon, Pondok Pesantren al-Falah Plosos Mojo Kediri,
Pesantren Ilmu Al-Qur’an (PIQ) Singosari Malang, Ribath
Tarim Hadramaut Yaman dan Sahah Rifaiyyah Cairo Mesir
untuk segala ilmu, bimbingan dan dukungan yang diberikan.
Terimakasih yang sama saya sampaikan kepada para dosen di
Fakultas Syariah Islamiyyah al-Azhar Cairo Mesir yang telah
memberikan bimbingan saat saya menempuh S1 dan Ucapan
terimakasih juga saya aturkan kepada para dosen S2 Fakultas
Ilmu Hukum di Universitas Islam Malang (UNISMA) dan
dosen S3 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel
Surabaya.
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Ucapan terimakasih tak terhingga juga saya sampaikan
kepada Menteri Agama RI, Gus Menteri H. Yaqut Chalil
Qoumas, beserta segenap pejabat terkait di Kementerian
Agama RI, yaitu: jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kemenag yang menfasilitasi pengusulan Guru Besar
saya, kepada ketua & sekretaris senat UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang; Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan & Prof.
Dr. Agung Sedayu beserta seluruh anggota senat, kepada
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M.
Zainuddin, MA. bersama para wakil rektor, para kepala biro,
para kepala bagian, para dekan beserta para wakil dekan,
para kaprodi beserta sekprodi, para ketua lembaga dan unit
penunjang teknis dan lain-lain, juga segenap kolega akademik
yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga
saya bisa menduduki jabatan akademik (fungsional) sebagai
Guru Besar. Tak lupa saya juga ingin berterimakasih secara
khusus kepada Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Sudirman
Hasan, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Malang,
para wakil dekan dan Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Kaprodi
Hukum Ekonomi Syariah (HES) bersama semua kolega dosen
serta pegawai fakultas yang telah membantu saya melewati
berbagai proses untuk meraih gelar Guru Besar.

Rektor, Ketua dan para Anggota Senat, serta
hadirin sekalian yang saya hormati

Kepada semuanya yang telah berjasa, baik yang telah
disebutkan di atas, maupun yang tidak bisa saya sebutkan
satu persatu dalam kesempatan ini, saya panjatkan doa,
“Jazakumullah ahsan al-jaza fi al-darain; Semoga Allah

Pengukuhan Guru Besar Bidang Fikih Muamalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
50 Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.



yang maha kuasa memberikan balasan yang berlipat ganda
atas semua kebaikan mereka, dan mudah-mudahan kita
semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik,
dan hidayah- Nya. Amin ya Mujib al-Sailin.” Akhirnya,
saya ucapkan terimakasih kepada hadirin sekalian atas
kesabarannya mendengarkan dan mengikuti pidato
pengukuhan ini sampai selesai, teriring permohonan
maaf bila terdapat kesalahan dan kekhilafan, atau hal-hal
yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sekian dan

terimakasih.
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SELAYANG PANDANG
TENTANG ABBAS ARFAN

Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.,
dilahirkan di Desa Sindanglaut-Cirebon pada
selasa malam rabu tanggal 8 Dzul Qa’dah
1392 H atau 12 Desember 1972 M. Nama
lengkapnya; Abbas bin Abdurahman bin
Abdullah bin Muhammad bin Umar bin
Ahmad, bin Sa’ad...dst... Arfan Baraja al-
Zuhri al-Qurasyi yang merupakan Bayt al-‘Ulama&’ wa al-
Shalihin yang berasal dari Tarim-Hadramaut-Yaman yang
terkenal dengan kota Ulama dan Auliya. Ia merupakan anak
terakhir (ke-empat) dari pasangan H. Abdurahman Arfan
Baraja dan Hj. Sunita (alm). Sejak kecil tidak lepas dari
kehidupan dan pendidikan pesantren. Pagi hari sekolah di
SDN Cipejeuh I Sindanglaut-Cirebon, siang hari sekolah
agama di MI Khiyarushibyan II Sindanglaut-Cirebon dan pada
malam harinya selepas magrib mengaji Qur’an dan kitab-kitab
kecil di salah satu pesantren yang berjarak lebih kurang 2 km
dari rumahnya, namun ia tempuh dengan berjalan kaki pulang
pergi setiap malam sendirian sejak kelas 4-6 SD.

Setamat SD dan MI pada tahun 1985, ia melanjutkan
pendidikan formalnya di MTs NU Putra II Buntet dan
sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Buntet-Cirebon yang
merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia sampai
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tahun 1988. Di Buntet ia belajar pada beberapa Kiayi dan
Ustadz, seperti K.H. Abdullah Abbas (alm) dan Ust. Abd.
Basith Zen (alm).

Tamat MTs, ia memutuskan untuk boyong dari pondok
dan sekolah SMA di dekat rumahnya, yaitu SMAN 1
Sindanglaut, namun baru berjalan beberapa bulan ia kembali
rindu suasana keilmuan dan kedisiplinan pesantren, maka
ia putuskan untuk merantau ke Jawa Timur dan nyantri di
Pesantern Salafi al-Falah Ploso-Mojo-Kediri dari tahun 1988-
1991, di sana ia belajar pada K.H. Zainuddin Djazuli dan K.H.
Nurul Huda Djazuli dan lainnya. Di Ploso-lah kemampuan
baca kitab kuning arab gundul semakin baik, lancar dan
terasah, namun ia merasa ada yang kurang, yaitu fashdhah
al-Qur’an dan berbahasa arab lisan, maka lewat pencarian
informasi dan survei ia menemukan pondok yang cocok
dengan harapannya, yaitu PIQ (Pesantren Ilmu al-Qur’an) di
Singosari-Malang, maka ia menimba ilmu di situ dari K.H.
Bashori Alwi (alm) dan putra-putranya, seperti K.H. Luthfi
Bashori, K.H. Anas Bashori dan lainnya dari tahun 1991-
1994. Selama nyantri di PIQ ia kembali melanjutkan studi
formalnya di MA al-Maarif Singosari, karena sewaktu nyantri
di Ploso ia tidak sekolah formal selama 3 tahun.

Keinginannya untuk menuntut ilmu ke Timur Tengah
(Tim-Teng) begitu kuat, sampai ia menolak tawaran
mendapatkan beasiswa lewat jalur prestasi untuk kuliah di
salah satu Universitas Negeri kota Malang, karena ia selalu
juara kelas sejak kelas 1-3 MA, bahkan sejak SD-MTs ia
pun selalu mendapat peringkat tertinggi, bahkan sempat
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mendapat predikat bintang pelajar se-MTs. Sejak tamat
MA tahun 1994 ia mencoba mendaftar dan tes masuk di
3 Universitas Timur-Tengah, yaitu Jami‘ah Islamiyyah
Madinah, al-Azhar Cairo dan Jami‘ah ahl al-Bayt Yordania
dan ia diterima di dua universitas tersebut, kecuali Madinah,
walau ia sangat berharap ke Madinah agar bisa sering sowan
kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, namun suratan
taqdir berkata lain. Ia memutuskan untuk memilih belajar
di Mesir pada tahun 1995 di Fakultas Syariah Universitas al-
Azhar Cairo Mesir.

Akan tetapi selama awal tahun di Cairo, ia merasa tidak
betah, karena iklim belajar yang kurang kondusif dan banyak
godoaan kontra produktif dari teman dan lingkungan,
maka pada tahun 1996 setelah kasyf al-darajah atau Kartu
Hasil Studi (KHS) menyatakan lulus dan naik ke tahun ke
dua. Berbekal kashf al-darajah tersebut ia memutuskan
untuk pindah kuliah ke Jami‘ah al-Ahqaf Tarim-Yaman
dan langsung tahun ke-dua yang waktu itu masih angkatan
pertama, karena memang kampus itu baru buka tahun 1995.
Di samping kuliah di al-Ahqdf, ia pun tinggal dan nyantri
di pesantren tertua di Yaman, yaitu Ribath Tarim (berdiri
tahun 1301 H), yang waktu itu di pimpin oleh al-‘Allamah
al-Habib Hasan bin Abdullah al-Syathiri (alm) dan di bantu
adiknya al-‘Allamah al-Habib Salim bin Abdullah al-Syathiri
(alm). Seharusnya semua mahasiswa al-Ahqaf tinggal di
Asrama kampus dan tidak boleh di tempat lain, sekalipun
di pesantren. Alhamdulillah, ia dapat dispensasi, karena
buyutnya (ayah kakeknya), yaitu Syaikh Muhammad bin
Umar ’Arfan Baraja’ (wafat di Kota Cirebon & dimakamkan di
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pemakaman Kesambi Cirebon) ikut membidani dan merintis
lahir dan berdirinya Ribath Tarim tersebut bersama empat
ulama lainnya yang salah satunya adalah Habib Umar al-
Syathiri (kakek Habib Hasan).

Padatnya jadwal ngaji di Ribath dan kuliah al-Ahqaf,
sehingga ia susah membagi waktu, karena kegiatan kuliah
setiap hari mulai ba’da shubuh sampai waktu asar. Setelah
Asar ia pulang ke Ribath, namun harus ikut ngaji sampai
magrib, setelah magribpun masih ada halagah ngaji kitab
sampai lewat dari waktu isya sekitar jam 9 malam. Setelah
itu makan malam, namun pada jam 10-11 malam ia di minta
membantu mengajar tambahan bagi santri-santri baru baik
dari Indonesia atau arab dalam pelajaran nahwu dan sharaf,
walau hanya seminggu 2 kali. Alhasil, ia baru bisa tidur dan
istirahat antara jam 11-12 malam, lalu jam 3 pagi sudah harus
bangun lagi. Begitulah rutinitas harian yang sangat padat
sampai ia lelah. Akhirnya, setelah berlalu beberapa bulan
yang sangat melelahkan ia memohon petunjuk dengan Shalat
Istikharah; minta petunjuk opsi terbaik, yaitu pilih mondok
saja atau kuliah saja. Setelah shalat istikharah sebanyak 2
kali, ia mantap dengan tinggalkan bangku kuliah dan fokus
pada pendidikan di pesantern Ribath Tarim.

Akan tetapi keputusannya tersebut mendapat tantangan
berat dari kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Maka
ia berjanji kembali kuliah di Mesir dengan syarat sudah lulus
dari pendidikan di Ribath dan mendapat izin dari pengasuh
Ribath. Alhamdulillah pada pertengahan tahun 1997 ia
dinyatakan lulus dan sudah diizinkan meninggalkan Ribath,

Aplikasi Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah dalam Istidlal (Perumusan & Penetapan Hukum)
Fikih Muamalah Kontemporer 59




lantas ia terbang kembali ke Cairo untuk merampungkan
studinya. Benarlah pepatah Mesir yang berbunyi: "Man
Syariba nil, ‘4da ila mashr” (Barangsipa pernah minum
air sungai nil, maka satu saat akan kembali lagi ke Mesir).
Setelah beberapa bulan tiba kembali di Cairo, ia di minta
tinggal di Sahah Rifaiyyah (Pesantern Tarekat al-Rifa‘)
yang di asuh oleh Syaikh Ibrahim Khalafullah al-Rifa‘d
(alm) dan otomatis ia pun harus berbai’at tarekat Rifa’iyyah
sampai mendapat kehormatan sebagai Khalifah Rifa‘iyyah
untuk wilayah Pulau Jawa dengan surat keputusan Dewan
Pimpinan Pusat tarekat Rifa’iyyah Cairo Mesir.

Desember 2000, ia telah lulus dari fakultas Syari’ah
Universitas al-Azhar Cairo Mesir, namun ia tidak langsung
pulang, tetapi kembali ke Hadramaut-Yaman untuk mengisi
waktu sambil nunggu keluarnya ijazah 4-5 bulan kedepan,
sekalian pergi haji yang ke 6. Alhamdulilah -berkah dari tiap
hari wiridan baca kitab dalail al-khairat dengan syarat tiap
hari khatam & di tambah dengan puasa sunnah selama 3 (tiga)
tahun dengan sanad dari K.H. Ma’sum Demak-, ia setiap
tahun diizinkan Allah untuk sowan Baitullah dan Kanjeng
Nabi SAW, bahkan beberapa kali datang umrah ke Mekah
pada bulan Ramadlan sampai musim haji. Kesempatan itu
ia gunakan untuk ngaji dan ambil sanad Hadits dan kitab-
kitab Turats dari al-‘Allamah Abuya Sayyid Muhammad bin
Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasni (alm); salah seorang ulama
berpengaruh dari Makkah. Di samping beberapa sanadnya
ia dapatkan dari beberapa murid Syaikh Yasin al-Fadani
Makkah (alm) dan beberapa guru dari Yaman. Semoga
hubungan sanad yang mulia -dari para ulama, auliya, sahabat
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Nabi dan juga nyambung sampai Imam al-Anbiya SAW- ini
bisa memberikan berkah dan manfaat fi darain baginya,
keluarganya, Usulih wa Furtith ila al-yawm al-Akhir,
kerabatnya, teman-temannya, murid-muridnya dan semua
orang yang telah berbuat baik dan punya huqiiq al-adam
darinya dan bisa berkumpul dengan mereka semua di akhirat
dalam naungan ‘Arsy Allah di surga dekat dengan magam
sang Kekasih SAW. Amin.

April 2001 ia kembali bertemu kembali isterinya (Aminah
Ahmad al-Atas) yang telah di nikahinya bulan Agustus 1998 di
Malang dan telah ia tinggalkan untuk kembali studi di Cairo.
Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai dua orang belahan
jiwa, yaitu: 1) Iklil Athroz Arfan (Ifan) yang lahir tahun
1999 dan sejak tahun 2017 —dengan rahmat & izin Allah-
mendapatkan beasiswa penuh kuliah kelas internasional
pada program mayor di Jurusan Studi Islam dan program
minor di Jurusan Filsafat-Universitas Ibn Khaldun Istanbul
Turki yang mengunakan tiga bahasa pengantar (Arab, Turki
& Inggris) dan sampai tahun 2024 ini ia masih melanjutkan
studinya di Pascasarjana (S2) di kampus yang sama; 2) Nawal
Rajwa (Najwa) yang kuliah di Prodi Biologi Fakultas Sain dan
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang sejak tahun 2021.

Mulai akhir 2001, ia telah berkhidmat untuk ilmu
pengetahuan dengan menjadi dosen Bahasa Arab pada
Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) di UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen Figh wa Ushiiluluh
di Fakultas Syariah UIN Malang dari tahun 2005 sampai
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sekarang. Bahkan sebelumnya ia juga pernah mengajar
di beberapa lembaga pendidikan lain, seperti Universitas
Yudharta Pasuruan dan Yayasan al-Maarif Singosari Malang.
Di samping itu, ia masih aktiv sebagai mubaligh dan memiliki
beberapa majelis ta’lim di kota Malang dan sekitarnya,
baik majelis kajian keislaman atau kajian tarekat, karena
ia sejak tahun 2007 telah bergabung dalam perahu tarekat
Nagsyabandiyyah Haqqaniyyah di bawah irsyad Syekh Nazim
adil al-Haqqgani dari Cyprus.

Tahun 2004, ia telah menamatkan S2 di Universitas Islam
Malang (UNISMA) Malang pada Fakultas Hukum dan di
tahun 2009 ia mulai kuliah S3 Islamic Studies di IAIN Sunan
Ampel Surabaya dengan Konsentrasi Hukum Islam. Awal
tahun 2013 ia telah melaksanakan ujian terbuka program
doktor dan lulus dengan nilai Cumlaude. Kemudian dengan
izin Allah pada tanggal 12 Desember 2023 (tepat di hari
ulang tahun) datanglah surat undangan dari Kementerian
Agama RI untuk mengambil SK Menteri Agama RI tentang
Guru Besar-nya dalam bidang Fikih Muamalah. Ia telah
cukup banyak menulis karya tulis berupa hasil penelitian
atau pemikiran, baik berupa buku atau artikel ilmiah.
Diantaranya, buku ” Geneologi Pluralitas Mazhab dalam
Hukum Islam” (2008), "Ayat-Ayat Kauniyyah” (2009), “Figh
Ibadah Praktis Perspektif Perbandingan Mazhab” (2011), “99
Kaidah Figh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya
dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah” (2012, 2013
& 2017), “Integrasi Sains Dan Islam Dalam Usul Fikih
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